
KE 
SE 

BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELA.TAN 

PERA.nJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR :.fTAHUN 2023 

I 
,UDUKAN, SUSUNAN ORQANJSASI, 11JGAS DAN FUNGSJ 
A TATA KERJA DINAS KOMUNJKASI, INFORMATIKA DAN 

PERSANDIAN 

DENOAN RAHM.AT 11JHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

TENT ANO 

Menimba"I\ 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Suaunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, lnformatilca 
dan Persandian telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Pinrang Nomor 60 tentang Kedudukan, Susunan 
Organiaasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinaa 
Komunikasi, lnfonnatika dan Persandian; 

b bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dimakaud dala.m 
huruf a, sudah tidak sesuer lagi dengao perkembangan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah eerta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinaa 
Komunikaai, Infonnatika dan Peraandian, sehingga 
perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan aebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Suaunan Organisaai, Tugaa dan Fungsi aerta Tata Kerja 
Dinaa Komunikasi, lnformallka dan Peraandian. 

I. Unda.ng-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822), 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-unda.ngan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) aebagaimana telah diubah 
beberapa kali tera.khir dengan Undang·Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara t RepubliJ.: Indonesia Nomor 5494); 
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. 2. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta.hun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang· 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara.n 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Te.hun 2014 Nomor 292, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana tclah diubah bcberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tenta.ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor l 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tenta.ng Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambe.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Mcntcri Pcdayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tenta.ng 
Sistem Kcrja pada lnstansi Pcmcrintah untuk 
Penycdcrhanaan Birokrasi (Bcrita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor Tahun 
2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun Q 2020 Nomor 6). 

( 

. 2. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta.hun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang· 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara.n 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Te.hun 2014 Nomor 292, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana tclah diubah bcberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tenta.ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor l 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tenta.ng Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambe.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Mcntcri Pcdayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tenta.ng 
Sistem Kcrja pada lnstansi Pcmcrintah untuk 
Penycdcrhanaan Birokrasi (Bcrita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor Tahun 
2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun Q 2020 Nomor 6). 

( 

. 2. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta.hun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang· 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara.n 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Te.hun 2014 Nomor 292, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana tclah diubah bcberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tenta.ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor l 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tenta.ng Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambe.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Mcntcri Pcdayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tenta.ng 
Sistem Kcrja pada lnstansi Pcmcrintah untuk 
Penycdcrhanaan Birokrasi (Bcrita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor Tahun 
2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun Q 2020 Nomor 6). 

( 

. 2. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta.hun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang· 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara.n 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Te.hun 2014 Nomor 292, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana tclah diubah bcberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tenta.ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor l 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tenta.ng Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambe.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Mcntcri Pcdayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tenta.ng 
Sistem Kcrja pada lnstansi Pcmcrintah untuk 
Penycdcrhanaan Birokrasi (Bcrita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor Tahun 
2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun Q 2020 Nomor 6). 

( 

. 2. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta.hun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang· 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara.n 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Te.hun 2014 Nomor 292, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana tclah diubah bcberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tenta.ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor l 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tenta.ng Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambe.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Mcntcri Pcdayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tenta.ng 
Sistem Kcrja pada lnstansi Pcmcrintah untuk 
Penycdcrhanaan Birokrasi (Bcrita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor Tahun 
2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun Q 2020 Nomor 6). 

( 

. 2. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta.hun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang· 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara.n 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Te.hun 2014 Nomor 292, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana tclah diubah bcberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tenta.ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor l 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tenta.ng Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambe.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Mcntcri Pcdayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tenta.ng 
Sistem Kcrja pada lnstansi Pcmcrintah untuk 
Penycdcrhanaan Birokrasi (Bcrita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor Tahun 
2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun Q 2020 Nomor 6). 

( 



. 3. 

MEMUTUSKAN : 

Mcnctap PERA1URAN BUPATI PINRANO TENTANO KEDUDUKAN, 
SUSUNAN OROANISASI, TUOAS DAN FUNGSJ SERTA 
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 
PERSANDIAN. 

BABI 
KETENTIJAN UMUM 

Pa,al I 
turan Bupati ini, yang dimaksud dengan : ladalah Kabupaten Pinrang. 
fdalah Bupati Pinrang. 

·, Daerah adaleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
Peratu Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
Dinas alah Di!lS.3 Komunikasi dan Informatika Kabupaten Plnrang 
Kepal I Dinas adalah Kepala Dinas Komumkasi dan lnformatika 
Kabu :ten Pinrang 

7. Pejaba li: I Pembina Kepcgawaian yang sclanjutnya disingkat PPK adaJahl 
pejaba yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemin , dan pembcrhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 
pembi Ji.an manajemen Aparatur Sipil Negara di mstansi pemetintah 
sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pejaba I Pembina Kepcgawaian yang se\anjutnya disingkat PPK adalah 
Bupa · Pinrang. 

9. Apara 'r Sipil Negara adalah istilah kelompok profeai bagi pegawai­ 
pegaw · yang bekerja pada Instan:,i Pemerintah baik di tingkat Pusat 

' ma.up n Daerah. 
10. Pejaba !yang Berwenang yang selanjutnya diaingkat PyB adalah pejabat 

yang empunyai kewenangan melakaanakan proses pengangkatan, 
pemin .ium. dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara seaua1 
dcnga ikctcntuan pcraturan pcrundang·undangan. 

l l . Kclom ' k Jabatan Fungsional ada]ah kclompok jabatan yang berisi 
fungsi ldan tugas bcrkaitan dcngan pclayanan rungsional yang 
bcrda kan pada kcahlian dan kctcrampilan tcrtentu. 

12. Tu gas tialah lkhtisar dari kcscluruhan tugas jabatan. 
13. Fungai idalah pckerjaan yang merupakan pcnjaba.ran dari tugas. 
14. Ura.ian tugas adalah paparan at.au benta.ngan ata.s scmua tugas 

jabata yang mcrupakan upaya pokok yang dilakukan pcmegang 
jaba 

BAB JI 
KEDUDUKAN 

Pa,a! 2 
Dinas sc a dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpm oleh 
Kepala o· lls yang bcra.da dibawah dan bcrtanggung jawab kepada Bupati t rnclalui Sc retaria Daerah. 
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. 4. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISAST 

Pa..J3 
, Organisa.si Dinas Komunikas.i, Informatika dan Persandian, 
tas: 
ia Dinas; 
1tariat terdiri ataa; 
bbagian Program; 

2. d.ibbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum; dan 
3. "'i�bbagian Keuangan. 

c. Bid g Pengembangan e-Oovemment; 
d. Bid Hubungan Masyarakat dan Komunika& Publik: 
e. Bid g lnformasi dan Statistik; 
f. g Persandian dan Teknologi lnformasi dan Komuruka&; dan 

pok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 
I ktur Organisasi Dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
rt dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
kan dali Peraturan Bupati in!. 
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d. 

•• 

Pa..i4 
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelengga.rakan 

urusan lpemcnntahan di bidang Komunika.si dan lnfonnatika, e­ 
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dan tu 's pembantuan yang diserahkan olch Bupati kcpadanya. 

(2) Untuk fuelaksanakan tugas aebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
Kepala I Dinas Komunikaai, lnformatika dan Persandian 
mcnyel ggarakan fungsi: 
a pe usan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Komunikas1 

d IInformatika, e-Govemment, Peraandien dan Statistik; 
b. sanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi 

lnfonnatika, e·Govemmmt, Persandian dan Statiatik; 
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ngan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
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- 5 - 

f. ., muskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rancangan 
K a dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Komunikas.i, Informatika 
da IPersandian; 

g. sun kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Tekno\ogi, 
lnff si, Persandian dan Statistik; 

h. m gkoordinir pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 
hn p Dinas; 

1. kan pembinaan terhadap penyusunan Standar Pelayanan 
Ima.I di bidang Komunikasi dan lnformatika; 

J. m elenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 
ko� ' terian, pemerintah provinsi dan Satuan Kerja Perangkat 
Da terka:it dalam rangka kelancaran tugas; 

k. me elenggarakan fungsi Pcjabat Pcngelola lnformaai dan 
Do \Jmentasi dalatn lingkup Dinas; 

I. me bina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
d I lingkup Dinas; 

btapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Oinas; 
�oorclinir penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah; 

o. ' kan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasiona.l 
ur dalam lingkup Dinas; 

p. me relenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
pe xeienggaraan keb1jakan teknis di Bidang bidang Komunikasi 
d IInformatika, e-Oovemment, Persandian dan Statiatik; 

q. me relenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pc rrintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
u Pemerintahan bidang bidang Komunikasi dan lnformatika, 

mment, Persandian dan Statistik; 
r. flai jdneqa pegawai Aparatur Sipil Negara &esuru ketentuan 

uran pcrundang-undangan; 
s. sun laporan hasil pclaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

berikan saran pcrttmbangan kepada atasan sebagai bahan 
usan kebijakan; dan 

t. elenggarakan tugas kedina.san Jain yang diperintahkan at.11.san 
' · dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

"'""' 5 

dawn 

urusan umum, kepcgawaian, dan hukum dalam 

d. 

e. 

t dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 
inas dalaJn mengordinasikan kegj.atan, memberikan pelayanan 

teknis an adminiatmsi penyuaunan program, pelaporan, umum, 
kepega "an, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dina.,. 

(2) Untuk l�elaksanakan tugas eebagaimana dimaksud pada. ayat (11, 
Sekre�s menyelenggamkan fungsi : 
a. pc�rdina.,ian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas; 
b. pc rdinasian penyusunan program dan pelaporan dalam hngkup 

Di 

c. "'""°'" Jin ' p Oinas; 
' inasian pengelolaan administrasi keuangan 

p Dinas; clan 
' lenggara.an fungsi Jain yang diberikan o\eh pimpinan 

tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kedua 
Sekretariat 

"'""' 5 

dawn 

urusan umum, kepcgawaian, dan hukum dalam 

d. 

e. 

t dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 
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c. "'""°'" Jin ' p Oinas; 
' inasian pengelolaan administrasi keuangan 

p Dinas; clan 
' lenggara.an fungsi Jain yang diberikan o\eh pimpinan 

tugas dan fungsinya. 
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-6. 

pcngawasan 

Mandiri Pe\aksanaan 
• 

q. me r>"rdinasikan pelakaanaan Penilaian 
Rei �i Birokra.si dalam lingkup Dinas; 

r. me asilitasi pelakaanaan Siatem Pengendalian lntem Pemerintah 
da1 lingkup Dina.a; 

a. me }Usun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas 
dan lmelakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam 
Jin p Sekretariat; 

t. me elenggarakan monitoring, evaluasi 
pen F.1enggaraan kebijakan di Sekretariat; 

u. me ginventarisasi dan mengkaji pcrmasalahan yang berhubungan 
den bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pe an masalah; 

'elcnggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
ntah dan non pemerintah dalam rangka mendukung 

sanaan tugas dan fUngsi: 
· ai kinerja pegawru Aparatur Srpil Negara sesuai ketcntuan pe;..;,!'ran pcrundang-undangan; 

sun la.poran basil pelaksanaan tugaa Sekretans dan 
bcrikan saran pcnimbangan kepada atasan sebagai bahan 
�usan kebijakan; dan 

sanakan tuga.s kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan i sea ai dengan bidang tugasnya. 
' 

w. 

x. 

,. 

y. 

(3) Uraian tu gas Sckretaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( IJ, mcliputt: 
a. m yusun rencana kcgiatan dinas sebagai pcdoman da1am 

pc ksanaan tugas; 
b. m 'distribuaikan dan mcmbcri pctunjuk pclaksanaan tugaa; 
c. 

1 
tau, mcngawasi dan mengcvaluasi pclaksanaan tugas da1am 

ngan Dmaa untuk mengctahui pcriccmbangan pelaksanaan 

d. sun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
m datangam na.skah dmu; 

e. m · utl ra.pat-ra.pe.t sesuai bidang tugasnya, 
f. 'ban tu kepala Dina.a mcmmuskan dan menetapkan Rcncana 

egia, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dina.s 
unikasi, lnformatika dan Pcrsandian; 

g. elenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Dinas; 
h. m sun dan membuat Lapora.n Kinerja Instansi Pemcrintah .. , 
1. me 18QOrdinasikan pcnyusunan laporan Standar Pelayanan 

Mi imaJ lingkup Dina.a; 
j. me �rdinasikan pclaksanaan kegiatan dalam lingkup Dinas 

ee · gga. terwujud koordinasi, integrasi, sinkremaaa! clan 
lifikasi pclaksanaan kegiatan; 

k. p>Ord.inasikan dan mclaksanakan penyuaunan program rcanaan, pcngcndalian, dan eva.Juasi serta pelaporan kinerja 
Di a; 

I. ;If. rdinasikan dan melaksanakan pclayanan administrasi 
u , kepegawaian dan hukum dalam hngkup; 

m. me }elenggara.kan dan mengoordinasikan pelayanan administraa1 
··; · 

gan; n. me � · elenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 
pc liharaan dan penghapusan ha.rang; 

o. me rdinasikandan memfaailitasi kegiatan organisasi dan 
"''1'�-·· : ' . p. r:isun dan mclaksanakan Standar Pela.ya.nan dalam lingkup 
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..._, 
Kepala Subbagian Program 

Rencana 

dan/atau 

dan menetapkan 

dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penyiapan bahan, data dan 
dan melakukan penyusunan perencanaan 

dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi 
tab Dinas; 
rdinasikan 
i program 
kegiatan; 

pkan bahan 

mpulkan bahan dan menyuaun laporan perjanj1an kinerja 

gis, Rencana Kel]a Dinu; 
aun dan melabanaka,n Standar Operasional Prosedur seaua1 

tugas dan melakukan evaluasi SOP lingkup Subb&gian 
'"ff'"· 

b. 

d. ,. 

•· me s 
h. men 

urai 
Pro 

i. 

j. 

pro 
k. 

I. 

mpulkan bah.an dan menyusun rencana kerja tahunan dalam 
p Dinas; 

n. mpulkan bahan dan mengolah data dan informasi yang 
gkut perencanaan; 

o. l�!"nakan monitoring, evalua.si dan pengawasan penyelenggaraan 
teknis di Subbagtan Program; 

p. ventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan perunjuk pemecahan 

Paul 6 
Program dipimpin oleh Kepa.la Subbagian Program yang 

'yai tugas membantu Sckretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan akukan penyusunan program, penyajian data dan infonnasi 
aerta yusunan laporan. 

(2) Uraian higas Kepala Subbagjan Program aebagaimana dimaksud pada 
ayat (l meliputi: 
a. 1 sun rencana kegiatan Subbagi.an Program itebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
isUibus1kan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

"'lf"t&u, mengawaSJ dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
ngan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan ,i•[t.oru,an tugas; 

· uti rapat·rapat aesuai bidang tuga.snya; 
sun rancangan, mengorekai, memaraf 
datangani naakah dinas, 
sun laporan SPM lingkup Dinaa; 

tu Sckrttaris merumuskan 

q. nakan koordinasi dan konsu\tasi dengan lembaga pemerintah 
on pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tuga.s 

dan ngsi; 
r. men · kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai ketentuan 

pera ran perundang-undangan; 
a. men sun laporan hasil pelaksanaan tugs.a Kcpala Subbagian 

Pro dan memberikan aaran pertimba.nga.n kepada atasan 
ee · bahan perumusan kebijakan; 

t. me akan tu gas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan sesuai t den bidang tugaenya. 

• 7 • 

..._, 
Kepala Subbagian Program 

Rencana 

dan/atau 

dan menetapkan 

dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penyiapan bahan, data dan 
dan melakukan penyusunan perencanaan 

dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi 
tab Dinas; 
rdinasikan 
i program 
kegiatan; 

pkan bahan 

mpulkan bahan dan menyuaun laporan perjanj1an kinerja 

gis, Rencana Kel]a Dinu; 
aun dan melabanaka,n Standar Operasional Prosedur seaua1 

tugas dan melakukan evaluasi SOP lingkup Subb&gian 
'"ff'"· 

b. 

d. ,. 

•· me s 
h. men 

urai 
Pro 

i. 

j. 

pro 
k. 

I. 

mpulkan bah.an dan menyusun rencana kerja tahunan dalam 
p Dinas; 

n. mpulkan bahan dan mengolah data dan informasi yang 
gkut perencanaan; 

o. l�!"nakan monitoring, evalua.si dan pengawasan penyelenggaraan 
teknis di Subbagtan Program; 

p. ventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan perunjuk pemecahan 

Paul 6 
Program dipimpin oleh Kepa.la Subbagian Program yang 

'yai tugas membantu Sckretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan akukan penyusunan program, penyajian data dan infonnasi 
aerta yusunan laporan. 

(2) Uraian higas Kepala Subbagjan Program aebagaimana dimaksud pada 
ayat (l meliputi: 
a. 1 sun rencana kegiatan Subbagi.an Program itebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
isUibus1kan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

"'lf"t&u, mengawaSJ dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
ngan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan ,i•[t.oru,an tugas; 

· uti rapat·rapat aesuai bidang tuga.snya; 
sun rancangan, mengorekai, memaraf 
datangani naakah dinas, 
sun laporan SPM lingkup Dinaa; 

tu Sckrttaris merumuskan 

q. nakan koordinasi dan konsu\tasi dengan lembaga pemerintah 
on pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tuga.s 

dan ngsi; 
r. men · kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai ketentuan 

pera ran perundang-undangan; 
a. men sun laporan hasil pelaksanaan tugs.a Kcpala Subbagian 

Pro dan memberikan aaran pertimba.nga.n kepada atasan 
ee · bahan perumusan kebijakan; 

t. me akan tu gas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan sesuai t den bidang tugaenya. 

• 7 • 

..._, 
Kepala Subbagian Program 

Rencana 

dan/atau 

dan menetapkan 

dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penyiapan bahan, data dan 
dan melakukan penyusunan perencanaan 

dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi 
tab Dinas; 
rdinasikan 
i program 
kegiatan; 

pkan bahan 

mpulkan bahan dan menyuaun laporan perjanj1an kinerja 

gis, Rencana Kel]a Dinu; 
aun dan melabanaka,n Standar Operasional Prosedur seaua1 

tugas dan melakukan evaluasi SOP lingkup Subb&gian 
'"ff'"· 

b. 

d. ,. 

•· me s 
h. men 

urai 
Pro 

i. 

j. 

pro 
k. 

I. 

mpulkan bah.an dan menyusun rencana kerja tahunan dalam 
p Dinas; 

n. mpulkan bahan dan mengolah data dan informasi yang 
gkut perencanaan; 

o. l�!"nakan monitoring, evalua.si dan pengawasan penyelenggaraan 
teknis di Subbagtan Program; 

p. ventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan perunjuk pemecahan 

Paul 6 
Program dipimpin oleh Kepa.la Subbagian Program yang 

'yai tugas membantu Sckretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan akukan penyusunan program, penyajian data dan infonnasi 
aerta yusunan laporan. 

(2) Uraian higas Kepala Subbagjan Program aebagaimana dimaksud pada 
ayat (l meliputi: 
a. 1 sun rencana kegiatan Subbagi.an Program itebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
isUibus1kan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

"'lf"t&u, mengawaSJ dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
ngan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan ,i•[t.oru,an tugas; 

· uti rapat·rapat aesuai bidang tuga.snya; 
sun rancangan, mengorekai, memaraf 
datangani naakah dinas, 
sun laporan SPM lingkup Dinaa; 

tu Sckrttaris merumuskan 

q. nakan koordinasi dan konsu\tasi dengan lembaga pemerintah 
on pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tuga.s 

dan ngsi; 
r. men · kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai ketentuan 

pera ran perundang-undangan; 
a. men sun laporan hasil pelaksanaan tugs.a Kcpala Subbagian 

Pro dan memberikan aaran pertimba.nga.n kepada atasan 
ee · bahan perumusan kebijakan; 

t. me akan tu gas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan sesuai t den bidang tugaenya. 

• 7 • 

..._, 
Kepala Subbagian Program 

Rencana 

dan/atau 

dan menetapkan 

dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penyiapan bahan, data dan 
dan melakukan penyusunan perencanaan 

dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi 
tab Dinas; 
rdinasikan 
i program 
kegiatan; 

pkan bahan 

mpulkan bahan dan menyuaun laporan perjanj1an kinerja 

gis, Rencana Kel]a Dinu; 
aun dan melabanaka,n Standar Operasional Prosedur seaua1 

tugas dan melakukan evaluasi SOP lingkup Subb&gian 
'"ff'"· 

b. 

d. ,. 

•· me s 
h. men 

urai 
Pro 

i. 

j. 

pro 
k. 

I. 

mpulkan bah.an dan menyusun rencana kerja tahunan dalam 
p Dinas; 

n. mpulkan bahan dan mengolah data dan informasi yang 
gkut perencanaan; 

o. l�!"nakan monitoring, evalua.si dan pengawasan penyelenggaraan 
teknis di Subbagtan Program; 

p. ventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan perunjuk pemecahan 

Paul 6 
Program dipimpin oleh Kepa.la Subbagian Program yang 

'yai tugas membantu Sckretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan akukan penyusunan program, penyajian data dan infonnasi 
aerta yusunan laporan. 

(2) Uraian higas Kepala Subbagjan Program aebagaimana dimaksud pada 
ayat (l meliputi: 
a. 1 sun rencana kegiatan Subbagi.an Program itebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
isUibus1kan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

"'lf"t&u, mengawaSJ dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
ngan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan ,i•[t.oru,an tugas; 

· uti rapat·rapat aesuai bidang tuga.snya; 
sun rancangan, mengorekai, memaraf 
datangani naakah dinas, 
sun laporan SPM lingkup Dinaa; 

tu Sckrttaris merumuskan 

q. nakan koordinasi dan konsu\tasi dengan lembaga pemerintah 
on pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tuga.s 

dan ngsi; 
r. men · kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai ketentuan 

pera ran perundang-undangan; 
a. men sun laporan hasil pelaksanaan tugs.a Kcpala Subbagian 

Pro dan memberikan aaran pertimba.nga.n kepada atasan 
ee · bahan perumusan kebijakan; 

t. me akan tu gas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan sesuai t den bidang tugaenya. 

• 7 • 

..._, 
Kepala Subbagian Program 

Rencana 

dan/atau 

dan menetapkan 

dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penyiapan bahan, data dan 
dan melakukan penyusunan perencanaan 

dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi 
tab Dinas; 
rdinasikan 
i program 
kegiatan; 

pkan bahan 

mpulkan bahan dan menyuaun laporan perjanj1an kinerja 

gis, Rencana Kel]a Dinu; 
aun dan melabanaka,n Standar Operasional Prosedur seaua1 

tugas dan melakukan evaluasi SOP lingkup Subb&gian 
'"ff'"· 

b. 

d. ,. 

•· me s 
h. men 

urai 
Pro 

i. 

j. 

pro 
k. 

I. 

mpulkan bah.an dan menyusun rencana kerja tahunan dalam 
p Dinas; 

n. mpulkan bahan dan mengolah data dan informasi yang 
gkut perencanaan; 

o. l�!"nakan monitoring, evalua.si dan pengawasan penyelenggaraan 
teknis di Subbagtan Program; 

p. ventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan perunjuk pemecahan 

Paul 6 
Program dipimpin oleh Kepa.la Subbagian Program yang 

'yai tugas membantu Sckretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan akukan penyusunan program, penyajian data dan infonnasi 
aerta yusunan laporan. 

(2) Uraian higas Kepala Subbagjan Program aebagaimana dimaksud pada 
ayat (l meliputi: 
a. 1 sun rencana kegiatan Subbagi.an Program itebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
isUibus1kan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

"'lf"t&u, mengawaSJ dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
ngan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan ,i•[t.oru,an tugas; 

· uti rapat·rapat aesuai bidang tuga.snya; 
sun rancangan, mengorekai, memaraf 
datangani naakah dinas, 
sun laporan SPM lingkup Dinaa; 

tu Sckrttaris merumuskan 

q. nakan koordinasi dan konsu\tasi dengan lembaga pemerintah 
on pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tuga.s 

dan ngsi; 
r. men · kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai ketentuan 

pera ran perundang-undangan; 
a. men sun laporan hasil pelaksanaan tugs.a Kcpala Subbagian 

Pro dan memberikan aaran pertimba.nga.n kepada atasan 
ee · bahan perumusan kebijakan; 

t. me akan tu gas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan sesuai t den bidang tugaenya. 

• 7 • 

..._, 
Kepala Subbagian Program 

Rencana 

dan/atau 

dan menetapkan 

dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penyiapan bahan, data dan 
dan melakukan penyusunan perencanaan 

dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi 
tab Dinas; 
rdinasikan 
i program 
kegiatan; 

pkan bahan 

mpulkan bahan dan menyuaun laporan perjanj1an kinerja 

gis, Rencana Kel]a Dinu; 
aun dan melabanaka,n Standar Operasional Prosedur seaua1 

tugas dan melakukan evaluasi SOP lingkup Subb&gian 
'"ff'"· 

b. 

d. ,. 

•· me s 
h. men 

urai 
Pro 

i. 

j. 

pro 
k. 

I. 

mpulkan bah.an dan menyusun rencana kerja tahunan dalam 
p Dinas; 

n. mpulkan bahan dan mengolah data dan informasi yang 
gkut perencanaan; 

o. l�!"nakan monitoring, evalua.si dan pengawasan penyelenggaraan 
teknis di Subbagtan Program; 

p. ventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan perunjuk pemecahan 

Paul 6 
Program dipimpin oleh Kepa.la Subbagian Program yang 

'yai tugas membantu Sckretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan akukan penyusunan program, penyajian data dan infonnasi 
aerta yusunan laporan. 

(2) Uraian higas Kepala Subbagjan Program aebagaimana dimaksud pada 
ayat (l meliputi: 
a. 1 sun rencana kegiatan Subbagi.an Program itebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
isUibus1kan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

"'lf"t&u, mengawaSJ dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
ngan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan ,i•[t.oru,an tugas; 

· uti rapat·rapat aesuai bidang tuga.snya; 
sun rancangan, mengorekai, memaraf 
datangani naakah dinas, 
sun laporan SPM lingkup Dinaa; 

tu Sckrttaris merumuskan 

q. nakan koordinasi dan konsu\tasi dengan lembaga pemerintah 
on pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tuga.s 

dan ngsi; 
r. men · kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai ketentuan 

pera ran perundang-undangan; 
a. men sun laporan hasil pelaksanaan tugs.a Kcpala Subbagian 

Pro dan memberikan aaran pertimba.nga.n kepada atasan 
ee · bahan perumusan kebijakan; 

t. me akan tu gas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan sesuai t den bidang tugaenya. 



-8 - 

Pa,agraf2 
Kepala Subbe.gian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Paw 1 
(IJ Umum, Kepegawaian dan Hukum d1pimpin oleh Kepala 

an Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas 
tu Sekretaris dalam mengumpulkan behan dan melakukan I ketatausahaan, pelayanan infonnaai, adminiatraai pengadaan, 

pemer dan penghapusan ha.rang, urosan rumah tangga eerta 
menge Ola adrninistrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas. 

(2) 01'8.l I tugas Kepala Subbagian Umum, Kepcgawai.an dan Hukum 
seba ·tna.i;a dimaksud pada ayat ( l ), mcliputi: 
a. me ;uaun rencana kcgiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hu m sebagai pedoman dalam pelakaanaan tugaa; 
b. me istribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. tau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

ngan Subbagian Umum, Kcpegawa.ian dan Hukum untuk 
etahui perkembanga.n pelaksanaan tugas; 

d. me �usun rancangan, mcngoreksi, mcmaraf dan/atau 
me �datangani naska.h dinas; 

c. me fkuti rapat-repat sesuai bidang tugasnya; 
f. me�1�tu Sekn:taris menyuaun dan membuat laporan Amilisia 

Ja , Analiaia Beban Kerja dan Evaluaai Jabatan; 
g. me uaun dan melaksanakan Standar Operasional Proaedur aeauai 

u · tugas dan me!akukan evelua.si SOP lingkup Subhllgian 
Um , Kepegawaian dan Hukum; 

h. me sanakan Survey Kepuasan Masyarakat dan 
me �ve1ua81 pelaksanaan SKM dalam lingkup Subbe.gian Umum, 
Ke waian dan Hukum: 

i. lean pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
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·•. 
sanakan pengumpulan bahan Penilaian Mandiri 

sanaan Reformaai Birokrasi (PMPRB); 
Iapkan bahan dan mengelola administm.ai kepcgawaian dalam 
up Dinas; 

administrasi 

pcmbinaan, 
aparatur aipil 

sumber daya 

kebijakan 
kestjahteraa.n 

pengoembangan 

· pkan be.han dan mengoordinasikan 
I sunan produk hukum lingkup Dina.a; 

sanakan monitoring, evaluaai dan pcngawasan 
lenggaraan kebijakan teknis di Subbagian Umum, Kepegawaian 
ukum; 

ventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pctunjuk 

an masa.lah; 
akan koordinasi dan konsultasi dengan !embe&a 

dan non pcmerintah dalam rangka mendukung 
sanaan tugas dan Iungei; :;jji;; · kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuar ketentuan 
uran perundang-undangan; 

sun laporan hasil pelakaanaan tugas Kepala Subbegian 
, Kepcgawaian dan Hukum dan memberikan saran 
bangan kepada atasan &ebagai bahan perumusan kebijakan; 

x. sun rcncana kebutuhan 
;;;;#sia di lingkungan Oinas; 

· pkan bahan perumuaan 
gkatan kompctenai, disiplin dan 

,. 

y. 

bb. me 
d• 
pe 

tr. me;ij,i..,makan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sea dengan bidang tugasnya. 

Parag,af3 
Kepala Subbagian Keuangan 

Paaal 8 
Keuangan diptmpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang 

yai tugas membe.ntu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan 
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t. sun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur eesuai 

u tugas dan melakukan evaluasi SOP linglrup Subbagian 

"'" tu Sekrctaris menyiapkan bahan, Menyusun dan 
uskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi 
t:ika dan Persandian; 
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kan verifika:ri kelengkapan administrasi penatausahaan 
gan Dinas; 

rdinasikan pe!akaanaan akunta.nsi pengcluaran dan 
keuangan dalam lingkup Dinas; 

"apkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam lingkup 
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aun realiaaai perhitungan anggaran dalatn lingkup Dinas; 
aluasi pelaksanaan tugaa bendaharawan lingkup Dinaa; 

mpulkan bahan, mengoordinaaikan dan menindaklanjuti 
hasil pemeriksaan keuangan dalarn lingkup Oinas, 

o. me sanakan monitoring, cvaluasi dan pengawasan penyelenggaraan 
keb� kan teknia di Subbagian Keuangan; 

p. me · ventariaasi dan mengkaji permaaa.lahan yang berhubungan 
den bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
ma ah; 

aanakan koordinasi dan konsu\tasi dengan Jembaga pemerintah 
on pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugaa 
ngsi; 
· kinerja pegawai Apa.ratur Sipil Negara t1esu&i ketentuan 
ran perundang-undangan; 
sun \aporan hasil pelaksanaan tugas Kepa.Ia Subhegian 
gan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
· bahan perumuaan kebijakan; dan 

sanakan tugas kedinaaan lain yang dlperintahkan ataaan 
· dengan bidang tugasnya. 
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Bagi.an Ketiga 
Bidang Pengembangan e-Oovemment 

Paw • 
Pengembangan e-Govemment dipmpin oleh Kepala Bidang 

ga.n e-Oovemment yang mempunyai tugaa membantu Kepala 
alam mengoordimu1ikan, merumuskan dan melakaanakan 
teknis pengembanga.n e-Govemment. 

elaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I), 
idang Pengembangan e-Govemment menyelenggarakan fungai: 
uaan kebijakan teknis bidang pengembangan e·Oovemment; 

aan kebijakan teknis bidang pengembangan e-Oovemment; 
aan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan c­ 
ent; 
aan administrasi bidang pengembangan e-Govemment; dan 
aan tugas kedinaaan lain sesuai bidang tugasnya. 

gas Kepala Bidang Pengembangan e-Oovemment sebagaimana 
pada ayat (1), meliputi: 

sun rencana kegi.atan Bidang e-Govemment sebagai pedom.an 
pelaksanaan tugas; 
stribusikan dan memberi peturtjuk pelaksanaan tugas; 

,..llntau, mengawesi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 
'';J�n�gan Bidang e-Government untuk mengetahui perkembangan 

peie aan tugas; 
d. me sun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

me datangani naskah dinas; 
ti rapat-rapat sesua.i bidang tugasnya; 

sun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur dan 4 
kan evaluasi Standar Opcrasfonal Prosedur lingkup Bidang; \ 

b. ,. 
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(I) Bidang 
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(2) Untuk 
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b. pel 
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g. pkan bahan perumuaan kebijakan di b1dang pengembangan 
ngelolaan a.plikasi, pengembangan ekosistern e-Govemment 
city, pengembangan penyelenggara.an Government Chief 
tion Officer jGCIO), tata kelo\a TIK, eerte Manajemen Data dan 

si; 
pkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan 
ngelolaan aplikaai, pengembangan ekosistem e-Oovemment 
city, pengembangan penyelenggaraan Government Chief 
t:ion Officer (OCIO), ta.ta kelola TIK, eerta Manajemen Data dan m, 

i. iapkan bahan dan data terkait untuk penyuaunan norma, 
ar, prosedur, dan kriteria penyelanggaraan di bidang 
mbangan dan penge\olaan aplikasi, pengembangan ekoeretem e- 

'?:".1t."'.'nt smart city, pengembangan penyelenggaraan Government 
lnfonnat:ion Officer {OCJO), tata kelola TIK, serta Manajemen 
an lntegrasi; 

j. pkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervis di 
g pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan 
tern e-Government sman city, pengembangan penyelenggaraan 
ment Chief lnfonnation Officer (GCIO), tata kelola TIK, sert.a 

lemen Data dan Jntegraai; 
k. ukan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan dibidang 

mbangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan ekosistem e­ 
Oov menl smart city, pengembangan penyelenggaraan Government 
Chi'f Information Offker {GCJO), tata kelola TIK, serta Manajemen 
Da an lntegrasi; 

I. lenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknia dan fasilitasi 
bangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan ekosistem e­ 

ment smart city, pengembangan penyetenggaraan Government 
Infonnation Officer (GCIO), ta.ta kelola TIK, serta Manajemen 

,.,., nan Jntegraai; 
lenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
enggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan e­ 
ment; 

n. lenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
· tah dan non pemerintah dalam rangka mendukung 

laj,!"="'tugas dan fungai; 
o. i kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

ran perundang-undangan; 
p. sun laporan ha.sil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

bangan e-Govemment dan memberikan saran pert:imbangan 
atasan &ebagai bahan perumuaan kebijakan; dan 

q. ':·o,an : aka.n tu gas kedinasan lain yang diperintahkan ataean 
aesu dengan bidang tugaanya. 

Rogian Keempat 
idang Hubungan Maayarakat dan Komunikasi Publik 

(1) Bidang - Paaal 10 
ubungan Masyarakat dan Komunikaai Publik dipimpin <*Ii 

idang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik yang 
ai tugaa membantu Kepala Dinaa dalam mengoordinaaikan, 
kan dan melaksanakan kebijakan teknia hubungan maayarakatt 
nikasi publik. 
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aesu dengan bidang tugaanya. 

Rogian Keempat 
idang Hubungan Maayarakat dan Komunikasi Publik 

(1) Bidang - Paaal 10 
ubungan Masyarakat dan Komunikaai Publik dipimpin <*Ii 

idang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik yang 
ai tugaa membantu Kepala Dinaa dalam mengoordinaaikan, 
kan dan melaksanakan kebijakan teknia hubungan maayarakatt 
nikasi publik. 
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kegiatan 

""""' 

dan/atau meman,f 

dfpertntahkan etaeen t 

konsultasi dengan lemba&a 
dalam rangka mendukung 

mengoordinasikan 
lintas aektoral dan 

!1 l��sanakan tu gas scbe.gainuma yang dimaksud pada ayat ( I), 
Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik 

nggarakan (ungai : 
usan kebijakan teknis bidang hubungan ma!l)'arakat dan 
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sane.an tugas kcdinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
tugaa Keprua Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 
bagaunana dimaksud pada ayat (1), melipud: 
sun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan 

nikasi Pubhk scbagai pedoman da1am pelaksanaan tugas; 
istribusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan rugas; 
sanakan kegiatan memantau, mengawaai dan mengevajuasi 

''*""aan tugas dalain lingkungan Bid.ang Hubungan Masyarakat 
Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan 

•- 
b. 

,. 

d. 

•- 
b. ,. 

aan tugas; 
sun rancangan, mengoreksi, 
datangani naskah dmaa; 

· uti rapat-rapet sesuai bidang tugamya; 
sun dan melaksanakan Standar Opcrasional Prosedur sesuai !"'ff tugas dan melakukan evalua.si Standar Operasional Prosedur 
p bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik; 

g. m rdinir dan mengoordinaaikan penyiapan bahan dan data terka.it 
pel aan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan 
ko I nikasi publlk; 

h. me"'I�"""'" dan 
iaan konten 

nikasi publik; 
lenggarakan kegiatan pelaksanaan layanan hubungan media 

<L--guatan kapasitas sumber daya komunikasi publik scrta 
iaan akses infonnasi di Kabupaten Pinrang; 

lenggarakan kegiatan pelaksanaan kegiatan pemantauan, 
ai, dan pclaporan di bidang hubungan maayarakat dan 

nikasi publik; 
lenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

\enggaman kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat 
munikasi publik; 

lenggarakan koordtnasi dan ""1��tah dan non pemerintah 
pele aan tugas dan fungsi; 

kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
ran perundang-undangan; 
sun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan 

•rif-n""t dan Komunikasi Publilc sert.a membenkan saran 
bangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

:j�kancdan 
sanakan tugas kedinaaan lain yang 
i dengan bidang tugasnya. 

k. 

n. 

·­ r. 

I. 

o. 

j. 
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Bagian Kelima 
Bidang lnformasi dan Statiatik 

dan/atau 

pelaksanaan 

memaraf 

data 

konsultasi dengan lemba8a 
dalam rangka mendukung 

lenggaralcan koordinaai dan 
ntah dan non pemerintah 

,lall'!'�aan tugas dan fungsi; 
sun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang lnfonnasi 

tiatik dan memberikan saran pertimbangan kcpada atasan �s.w· bahan perumusa.n kebijakan; 
· kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara scsuai ketentuan t an perundang-undangan; 

a. 
b. ,. 
d. 

b. 

a. 

,. 
r. 

,. 

d. 

h. 

•· 

Pasa.l 11 
onnasi dan Statistik dipimpin oleh KepaJa Bidang Infonnasi dan 
yang mempunyai tugaa membantu Kcpala Dina.a dalam 
inaaikan, meTtlmuakan dan melaksanakan kebijakan teknis 

i dan Statiatik. 
laksanakan tugaa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l), 

idang Jnfonnasi dan Statistik menyelenggarakan fungsi : 
usan kebtjakan teknis bidang informasi dan statistlk; 

kebijakan teknia bidang informasi dan ata.tiatik; 
aan evaluaai dan pclaporan bidang informaai dan statistik; 

administrasi bidang lnformasi dan statistik; dan 
aan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

ugas Kcpela Bidang lnformasi dan Statistik sebagaimana 
pada ayat (1), meliputi: 

sun reneana kegiatan Bidang lnformasi dan Statistik aebagai 
dalam pelaksanaan tugaa; 

stribusikan dan membcri petunjuk pclaksanaan tugas; 
tau, mengawasi dan mmgevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

ngan Bidang lnfonruui dan Statistik untuk mengctahui 
bangan pclaksanaan tugas; 
,un ranca.ngan, mengorekai, 
datangani naskah dinas; 

ti rapat·rapat sesuai bidang tugaanya; 
sun dan melaksanakan Standar Operasional Pro8edur seauai ,ra'tt tuga11 dan melakukan evaluaai Standar Operaaional Proaedur 
p Bidang Informaei dan Statistik; 

rdinir penyiapan bahan pemberian bimbingan tekn:is dan 
,p,IJ,,m di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, 

uskan dan melaksanakan program dan pengclolaan opini dan 
si publik; 
mpulkan dan penyusunan ,<fin /kegiatan pembangunan daerah; 
sun statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan 
gunan daerah; 

j. men aun pengelolaa.n opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah 
Kabq <en; 

k. menj lenggarakan Jn-giat:an pelayanan informasi publik di Kabupaten 
Pin ' g. 

I. M 
I 

tau pengelo\aan infonnasi untuk mendukung kebijakan 
naai ' al dan pemerintah daerah; 

m. men lenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
peny' enggaraan kebijakan teknis di Bidang lnformasi dan Statistik; 

n. men'· ventansasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
den ' bidang tugasnya dan mmyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

p. 

0. 

q. 

men 
Info 

(2) Untuk 
Kepalal 
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rdinir penyiapan bahan pemberian bimbingan tekn:is dan 
,p,IJ,,m di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, 

uskan dan melaksanakan program dan pengclolaan opini dan 
si publik; 
mpulkan dan penyusunan ,<fin /kegiatan pembangunan daerah; 
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n. men'· ventansasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
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Bagian Keenam 
g Peraandian dan Teknologi lnfonnasi dan Kornuni.kasi 

monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
nggaraan kebijakan teknia di Bidang Persandian dan I · lnformasi dan Komunikasi; 

d. 

,. 
r. 

•· 
h. 
,. 
j. 

•om k. m,l .. 
I. 

Pasal 12 
(IJ Bidan raandian dan Teknologi Informasi dan KomunikaSl dipimpin 

oleh Kilt-� Bitang Peraandian dan Teknologi lnforma1i dan Komunikaai 
Yilfli empunyai tugae membantu Kepala Dinas dalam 
men · eikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknia 
Persan' dan Teknologi Informasi dan Komunikaai. 

(2) Untuk elakaanakan tugas sebe.gaimana dimakaud pada eyat (1), 
Kepa]a. idang Persandian dan Teknologi Jnfonnaai dan Komunikaai 
menyel1 ggarakan funpi : 
a. pe uaan kebijakan teknia bidang Peraandian dan Teknologi 

Info, i dan Komunikaai; 
b. pe aan kebijakan teknia bidang Peraandian dan Teknologi Info asi dan Komunikaai; 
c. pe\ aan evaluasi dan pelaporan bidang Peraandlan dan 

Te logi lnformasi dan Komunikaai; 
d. pe aan administrasi bidang Persandian dan Teknologi lnfonnaai 

dan munikasi; dan 
e. pe aan tugaa kedinaaan lain sesuai bidang tugasnya. 

(3) Uraian ugaa Kepala Bidang Peraandian dan Teknologi lnfonnasi dan 
Komun si sebagaimana dimakaud pada ayat fl), meliputi: 
a. sun rencana kegiatan Bidang Persandian dan Teknologi 

i dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugee: 
b. men stribuaika.n dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. ,_,jW,tau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaan.aan tugas lingkup 

Penandian dan Teknologi lnfonna.si dan Komunikasi untuk 
tahui perkembangan pela.kaanaan tugaa; 
sun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
datangani naakah dinas; 
uti mpat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
sun dan melakaanakan Standar Operaaional Proaedur dan 
kan evaluaai Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang 

dian dan Teknologi lnfonnasi dan Komunikasi; 
aun nonna, standar, proaedur, dan krireria Bidang 
dian dan Teknologi lnfonnasi dan Komunikasi; 
uskan kebijakan teknia di bidang Persandian dan Teknologi 
si dan Komunikaai; 

akan tata kelola perundian dalam rangka penjaminan 
infonnaai di lingkungan pemerintah daerah; 

akan operaaional pengamanan persandian, pengelolaan 
rdaya persandian di lingkungan pemerintah daerah; 

akan pengembangan infrastruktur perundian, teknok>gi 
· dan komunikasi; 

n pola hubungan persandian antar organiaasi perangkat 

r. uaun Japoran hasil pelaksa.naan rugas Kepala Bidang lnformasi 
Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan ,bj<[lal' bahan perumuaan kebijakan; dan 

a. sanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan ataaan 
· dengan bidang tugeenya. 
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ventarisasi dan mcngkaji pennasslahan yang berhubungan 
bidang tugasnya clan mcnyiapkan bahan petunjuk han maaalah; 

c\enggarakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
rintah dan non pemerinta.h da1am rangka mcndukung 
sanaan tugaa clan fungsi; 

· kincrja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketcntuan 
uran perundang·undangan; 
usun laporan hasil pclaksanaan tugaa Kepala Bidang 

dian dan teknologi informaai dan komunikasi clan memberikan 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pcrumuaan 

kan: dan 
aanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
· dcngan bidang tugasnya. 

BABY 
LOMPOK JABATAN FUNGSJONAL DAN PEI.J\KSANA 

Pual 13 
omunikasi, lnformatika dan Persandian dapat membentuk 

kelompok jabatan fungsional dan pelaksana aesuai dengan 
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 

at (I) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan 

perundang·undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
rja. 

0. 

,. 

q. 

(I) Dinas 
�JU 
kebutu 

(21 ;:�oam ; 
fungsio' 

' peratu 
aiatem 

BABVI 
TATA KERJA 

Bagian Kcdua 
cndalian dan Evaluasi, serta Pclaporan dan Pcngawa.san 

Paaal 15 
Dinaa, Sckretaris, Kepala Bidang dan Kcpala Subbagian dalam 
gan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mclakukan 
alian dan cvaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara a dan/atau sesuai kcbutuhan; 

1 

( I I 

Bagian Keaatu 
Pelaksanaan Togas dan Fungai 

Pasa.l 14 
inas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berde.sarkan 

;;.:.� umum yang ditctapkan olch Bupati sesuai dcngan ketentuan 
perundang,-undangan; 

inas, Sekretaris, Kcpala Bidang, Kcpala Subbagian, Pejabat 
, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas 

si aesuai dcngan ketentuan peraturan perundang·undangan, 
aerta nerapkan prinsip hierarld, koordinasi, kerjasama, integrui, 
ainkron ai, aimplifikasi, akuntabilitaa, tranaparanai, aerta efcktifitaa 

' dan cfi nsi, sesuai dengan ketcntuan Peraturan Perundang-Undangan; 
(3) Kcpala inas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam 

Jingkun Dinas mcngembangkan koordinasi dan kerjasama dcngan 
instan·''··-crintah/swaata tcrkait dalam rangka mcningkatkan kinerja 
dan me pcrlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 
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(2) Oinaa, Sekrctaria, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
nal, dan Pelakl!lalla dalain lingkungan Dinas wajib mematuhi 
k dan arahan pimpinan, &erta menyamprukan lapora.n secara 
dan/atau seauai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 

-ma.sing; 
(3) --'"Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subhegian dan dalam 

gan Dines melakaanakan pengawaaa.n seauai dengan ketentuan 
perat perundang-undangan. 

Ketentuan 
Nomor 60' 
Fungai I 

(Beri,a 
aampai d 
pemerin 

BAB VI 
KETENTUAN PERAUHAN 

Peaal 16 
ang mengatur aub koordinator dalam Peratura.n Bupati Pinrang 
ahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orgarusasi, Tugas dan 

Tata Kerja Dinas Komunikaai, lnformatika dan Persandian 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 60), tetap berlaku 
ditetapkannya peratura.n bupati tentang aiat.em kerja pada 

daerah. 

BAB VII 
KETEN1UAN PENUTUP 

Pasa.118 
Dengan ™;�� nya Peraturan Bupati ini, Peratura.n Bupati Pinrang Nomor 
60 Tahun 21 tentang Kedudukan, Suaunan Organisasi, Tugaa dan Fung& 
eerta Tata erja Dinas Komunika.si, lnformatika dan Persandian CBerita 
Daerah paten Pinrang Tahun 2021 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan 

Pasa.l 19 
upati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

orang mengetahuinya, memc:rintahkan pengundangan 
upati inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
nrang, 

Ditetapkan di Pinrang 
Pada Tanggal 06 Juo,1 -u,,.� 

BUPATI PINRANG 

It�HAMIDI 
SEKRET DAERAH KABUPATEN PINRANG 

D RAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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